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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tingginya tingkat
prevalensi kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia.
Penanganan khusus terhadap ABH diperlukan sebagai upaya perlindungan, tidak
hanya kepada pelaku, namun korban dan saksi juga.Untuk memberikan pelayanan
terbaik untuk klien anak dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang baik dalam
sebuah jaringan kerja berpusat pada human service. Dalam membangun jejaring
kerja perlu adanya kesepahaman dan kebersamaan, dan pada praktiknya sinergi
jejaring ini sulit untuk dicapai dikarenkan kurangnya kesadaran baik pekerja
sosial maupun profesional lain dalam penanganan anak yang berhadapan dengan
hukum. Halini berdampak terhadap kurang maksimalnya pelayanan penanganan
masalah anak, terutamaterkait upaya diversi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan tujuanuntuk
mengetahui implementasi diversi pada peradilan ABH di Yogyakarta, mengetahui
relasi antar stakeholder dalam penanganan kasus-kasus ABH, dan untuk
mengetahui sinergi jejaring pekerja sosial dalam upaya diversi terhadap ABH.
Subjek penelitian ini adalah pekerjasosial sebagai informan kunci. Sedangkan
subjek pendukung terdiri dari pembimbing kemayarakatan dari Balai
Pemasyarakatan, Dinas Sosial seksi anak, Polri (PPA), Jaksa Penuntut Umum,
hakim anak, advokat, dan keluarga penerima pelayanan. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan banyak instansi yang terlibat dalam
penanganan ABH, diantaranya: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bapas, dinas
sosial, maupun lembaga bantuan hukum. UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 dan
PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan
Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahunsebagai dasar para penegak
hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Diversi wajib diupayakan dalam
setiap tingkatan instansi penegak hukum. Berkaitan dengan relasi antar
stakeholder dalam penanganan kasus-kasus ABHmembutuhkan pemahaman
bersama agar penentuan keputusan untuk kepentingan terbaik anak tepat dan tidak
terlalu panjang waktunya. Oleh sebab itu, sosialisai terhadap aturan penanganan
ABH, pendidikan dan sertifikasi menjadi bagian penting. Berkaitan dengan
sinergi jejaring pekerja sosial dalam upaya diversimembutuhkan peningkatan
kemampuan dari pekerja sosial agar sebagai profesi pekerjaan sosial mendapatkan
pengakuan. Berjejaring bisa menjadi penguatan pelayanan pekerja sosial terhadap
ABH. Cara yang biasanya digunakan oleh pekerja sosial dalam menjalin jejaring
kerja adalah lewat alat komunikasi berupa hanphone atau secara resmi lewat surat.

Kata kunci: Sinergi jejaring, pekerja sosial, anak yang berhadapan dengan
hukum, diversi
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Anak merupakan sumber daya manusia yang akan menjadi penerus 

cita-cita perjuangan bangsa. Pada dasarnya mental anak itu masih dalam 

tahap pencarian jati diri, belum matang dalam berfikir, serta mudah 

terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga 

jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk maka dapat 

berpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar norma 

hukum.
1
Perlindungan anak harus didasari oleh pemahaman terhadap anak 

sebagai manusia yang utuh. Namun yang perlu ditegaskan adalah 

perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab semua pihak, 

mulai dari orangtua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah.  

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2
 Sebagai 

salah satu negara yang telah meratifikasi Konveksi Hak Anak (KHA) sejak 

tahun 1990, Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan kesepakatan-

kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan 

butir-butir dalam KHA. Diantara butir-butir KHA terdiri dari: hak-hak 

                                                           
1
Asy-Syaikh Fuhaim Musthafa, Manhaj Pendidikan Anak Muslim, terj. Abdillah Obid 

dan Yessi HM.Basyaruddin ,(Jakarta Selatan : Mustaqim, 2004),  hlm. 
2
Resource Centre SFFCCB CPSW-IPSPI, “Anak Kami”, Majalah Perlindungan Anak, 

Vol. 1: 11, (Maret, 2007), hlm. 11. 
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sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti, 

kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan 

budaya, serta langkah-langkah perlindungan khusus.
3

Oleh karenanya, 

dengan telah diratifikasinya KHA tersebut, negara memiliki tanggung 

jawab untuk mengimplementasikan KHA tersebut dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.  

Komisi Nasional Perlindungann Anak (Komnas PA) mencatat 

kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan kepengadilan 

meningkat hingga 70 persen di tahun 2011 sebanyak 1.851 kasus yang 

sebelumnya di tahun 2010 sebanyak 730 kasus. 
4
 Dalam data nasional 

tersebut menunjukan angka kenaikan 100 persen hanya dalam jangka 

waktu 1 tahun lamanya. Kenaikan angka tersebut termasuk dalam 

peningkatan yang sangat fantastik.  

Yogyakarta yang terkenal dengan kota budaya dan kota pendidikan 

juga termasuk rawan kriminalitas anak. Menurut Badan Pusat Statistik 

Daerah Isitimewa Yogyakarta, perkembangan jumlah kejahatan 

berdasarkan jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat setiap tahun terjadi 

peningkatan. Pelaku tindak kejahatan pada tahun 2013 sebanyak 2.165 

orang. Tercatat 4,94 persen pelaku kejahatan dilakukan oleh anak-anak, 

dan 11 pelaku anak (10,28%) di antaranya berjenis kelamin perempuan. 

Secara umum pelaku tindak kejahatan sebagian besar berasal dari Kota 

                                                           
3
Ibid., hlm. 11. 

4
Eko Priliawito dan Lukman Rimadi, “4622 Anak Mendekam di Penjara”, 

http://metro.news.viva.co.id//news/read/273781-4-622-anak-indonesia-medekam-di-penjara, 

diakses pada tanggal 19 Maret 2015. 

http://metro.news.viva/
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Yogyakarta (34,55%). Disusul secara berurutan pelaku dari Kabupaten 

Sleman (19,31%), Kabupaten Bantul (15,10%), dan Kabupaten 

Kulonprogo (12,15%) serta Kabupaten Gunungkidul (6,60%).
5
 Dari hasil 

data tersebut menunjukan bahwa tingkat kriminal yang dilakukan oleh 

anak-anak tergolong tinggi untuk wilayah Yogyakarta.  

Bila dilihat menurut jam terjadinya tindak kejahatan, selang waktu 

terjadi tindak kejahatan terbanyak di kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta 

cukup bervariasi. Tindak kejahatan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten 

Bantul terbanyak terjadi pada selang waktu 12.00-17.59 dan 18.00-23.59, 

sedangkan di Kabupaten Gunungkidul terbanyak terjadi pada selang waktu 

12.00-17.59 dan 00.00-05.59. Dua kabupaten/kota lainnya, tindak 

kejahatan terbanyak terjadi pada selang waktu 18.00-23.59 dan 00.00-

05.59 WIB. 
6
 Pada dasarnya waktu-waktu tersebut adalah waktu yang 

digunakan untuk belajar bagi anak pelajar, dan istirahat pada umumnya. 

Sehingga terlihat tidak lazim ketika anak-anak masih berada diluar rumah 

terlebih sampai melakukan tindakan yang melanggar norma.  

Dalam banyak kasus,beberapa kelompok profesional penanganan 

anak yang berhadapan dengan hukum dibebankan dengan tugas kerja 

sesuai dengan   profesi mereka masing-masing. Mereka diatur 

untukmelayani klien dengan berbagai masalah(misalnya masalah 

kekerasan seksual, penggunaan senjata tajam, pencurian, penganiyaan dan 

masalah lainnya yang merugikan dan mencemaskan masyarakat secara 

                                                           
5
Yogyakarta.bps.go.id, diakses taggal 19 Maret 2015. 

6
Ibid., Yogyakarta.bps.go.id. 
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umum). Untuk menghadapi dan memberikan pelayanan terbaik untuk 

klien anak sebagai korban dari keadaan lingkungan maka dibutuhkan 

koordinasi dan kolaborasi yang baik dalam sebuah jaringan kerja berpusat 

pada human  service.  

Jaringan atau networking adalah proses kebersamaan agar tercapai 

tujuan yang efektif dan efisien. Dengan arti kata lain, membangun jejaring 

haruslah berlandaskan pada prinsip komunikasi dua arah. Secara 

konseptual pada sinergi jejaring terdapat sentuhan kebersamaan, namun 

pada praktiknya sinergi jejaring ini sulit untuk dilaksanakan. Karena 

kurang kesadaran akan realitas tersebut, baik dari pekerja sosial maupun 

profesional lain. Sehingga berdampak pada kurang maksimalnya 

pelayanan yang diberikan dan kurang terpadunya pelayanan penanganan 

masalah anak yang berhadapan dengan hukum, tak terkecuali upaya 

diversi.  

Diversi merupakan proses yang telah diakui secara internasional 

sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang 

berhadapan dengan hukum.  Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi 

keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak 

dalam keterlibatannya dengan criminal justice system. Diversi adalah 

pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan 

tindak pidana atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 

peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan atau 
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tanpa syarat.
7
Tujuan dari diversi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak 

yang belum berumur 12 tahun, sebagai berikut: a) mencapai perdamaian 

antara korban dan Anak; b)menyelesaikan perkara Anak di luar proses 

peradilan; c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d) 

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e) menanamkan rasa 

tanggung jawab kepada Anak.
8
 Dalam buku panduan terpadu mengenai 

Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa hingga tahun 2013 pekerja 

sosial belum banyak terlibat dalam penanganan kasus anak baik anak 

sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Hal itu disebabkan karena masih 

minim dan tidak semua provinsi/ kabupaten/ kota memiliki pekerja 

sosial.
9
Dengan adanya realita yang demikian seringkali rehabilitasi dan 

reintegrasi terhadap pelaku, korban maupun saksi anak tindak pidana tidak 

dapat dilaksanakan secara optimal. 

Pasal 1 UU nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 

2012 menjelaskan tentang pekerja sosial, bahwa pekerja sosial profesional 

adalah seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintahan maupun 

swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta 

kepedulian dalam pekerja sosial yang melalui pendidikan, pelatihan, dan/ 

pengalaman praktik pekerja sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan 

                                                           
7
Polri, Modul, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, 2004, 

hlm. 330. 
8
PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak 

yang belum berumur 12 tahun, Bab II, Pasal 2. 
9
Panduan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 26. 
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dan penanganan masalah sosial anak.
10

  Salah satu dari model 

pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah membangun 

kerjasama multi-profesi.  

Sebagai contoh, pekerja sosial yang berada di dalam PSMP 

Handayani memainkan beberapa peran seperti melakukan proses mediasi, 

sebagai fasilitator, advokasi, konselor terapis, dan juga sebagai broker. 

Dalam melakukan peranannnya, pekerja sosial saling bekerjasama dengan 

Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Salah satu 

contoh peran mediasi yang dilakukan oleh pekerja sosial di PSMP 

Handayani adalah peran penyelesaian kasus baik di tahap penyidikan, 

penuntutan ataupun sudah memasuki proses proses peradilan. Kasus yang 

sedang ditangani melibatkan anak sebagai pelaku (15 tahun) yang 

melakukan pencurian motor berjumlah 3 buah. Sebelum musyawarah 

diversi di tingkat kepolisian, pekerja sosial melakukan home visit ke 

keluarga pelaku untuk mendapatkan data tentang anak pelaku. Selain itu 

pekerja sosial juga melakukan pendekatan awal terhadap para korban serta 

meyakinkan mereka bahwa penjara bukanlah tempat yang baik untuk 

anak. Dan setelah musyawarah diversi tercapai anak diputuskan untuk 

dimasukkan ke dalam LPKS untuk menjalani proses rehabilitasi maka 

peksos berkewajiban untuk melakukan pendampingn terhadap anak 

                                                           
10

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 

ayat (22). 
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tersebut.
11

 Hal ini menunjukan adanya proses kerjasama yang dibangun 

oleh peksos dengan profesi lain tak terkecuali dengan keluarga anak 

sebagai pelaku maupun sebagai korban.  

Pekerja sosial yang menangani anak yang berhadapan dengan 

hukum tidak semua berasal dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial/ 

pekerjaan sosial. Sehingga keterampilan yang dimiliki juga akan berbeda. 

Oleh sebab itu, perlu pendalaman kajian tentang sinergi jejaring pekerja 

sosial yang dilakukan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan 

hukum.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumusankan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi diversi pada sistem peradilanpidana anak 

yang berhadapan dengan hukum di Yogyakarta? 

2. Bagaimana relasi antar stakeholder dalam penanganan kasus-kasus 

anak yang berhadapan dengan hukum? 

3. Bagaimana sinergi jejaring pekerja sosial dalam upaya diversi terhadap 

ABH? 

 

 

 

 

                                                           
11

 Mujiastuti, “Sepak Terjang Pekerja Sosial dalam Memperjuangkan Hak-hak Anak yang 

BerhadapandenganHukum”,www.bbppkspadang.kemsos.go.id/modules.php?name=news&file=art

icle&sid/2014/05/16, diakses pada tanggal 19 Maret 2015. 

http://www.bbppkspadang.kemsos.go.id/modules.php?name=news&file=article&sid/2014/05/16
http://www.bbppkspadang.kemsos.go.id/modules.php?name=news&file=article&sid/2014/05/16
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk mengetahui implementasi diversi pada peradilan anak yang 

berhadapan dengan hukum di Yogyakarta 

b. Untuk mengetahui relasi antar stakeholder dalam penanganan 

kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum  

c. Untuk mengetahui sinergi jejaring pekerja sosial dalam upaya 

diversi terhadap ABH  

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilkukn dengan harapan agar dapat bermanfaat baik 

secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan secara teoritis dan praktis 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

di bidang Pekerja Sosial serta yang berkaitan dengan progam diversi 

dalam peradilan anak yang berhadapan dengan hukum dengan sistem 

jejaring antar stakeholder. Serta memberikan kontribusi pemikiran 

tertulis tentang penanganan kasus-kasus anak di berbagai daerah/ kota 

di Indonesia.  
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b. Manfaat Secara Praktis  

Untuk bahan informasi bagi lembaga sosial atau instansi pemerintahan 

dan pelaku penanganan peradilan anak supaya lebih implementasikan 

Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya progam diversi sesuai 

dengan peran dan fungsi masing-masing stakeholder. Hasil penelitian 

ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, agar 

masa yang akan datang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap berjalan 

tepat pelaksanaannya. 

D. Kajian Pustaka  

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan implementasi dan 

sinergi jejaring dalam upaya diversi terhadap ABH sebagai berikut:  

1. Tesis berjudul “Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

(ABH) di Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani 

Apus Jakarta Timur)”, disusun oleh Mualimah, seorang mahasiswa 

Pasca Sarjana jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia 

pada tahun 2013.  Dalam tesis tersebut membahas tentang penanganan 

Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan bagaimana kendala yang 

dihadapi oleh petugas dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan 

Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang 

dilakukan berupa rehabilitasi sosial, pendampingan dan melakukan 

upaya untuk memperjuangkan restorative justice dalam penyelesaian 

kasus hukum. Penanganan tersebut secara umum bertujuan untuk 

mendapatkan perubahan perilaku kearah yang lebih baik, dan secara 
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spesifik menghilangkan trauma serta stigma negatif yang ada di 

masyarakat.
12

 

2. Artikel yang berjudul “Diversion Apllication of Children Dealing with 

the Law in Criminal Justice System” ditulis oleh Adiguna, Aswanto, 

dan Wiwie Heryani dari Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 

Hasanuddin (2013). Tujuan  penelitian yang dilakukan oleh mereka 

yaitu untuk mendeskripsi dan menganalisis secara mendalam dasar 

yang melatarbelakangi pelaksanaan diversi terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum serta untuk mendeskripsi dan menganalisis 

faktor-faktor yang menghambat terlaksananya penerapan diversi 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi didasarkan pada penanganan 

yang buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan 

kepentingan terbaik bagi anak yang didasarkan pada Peraturan 

Internasional, seperti Convention on The Rights ofThe Child, The 

United Nations Standard Minimum Rules for Administration of 

Juvenile Justice-The BeijingRules, The United Nations Rules for The 

Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, The United 

NationsGuidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency-The 

Riyadh Guidelines, dan Peraturan Nasional, sepertiUU No. 4 Tahun 

1979, UU No. 2 Tahun 2002, TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006, 

Kesepakatan 5 (Lima)Departemen dan Polri. Dalam pelaksanaan 

                                                           
12

Mualimah, Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Panti Sosial 

(Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Apus Jakarta Timur), (Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Indonesia), 2013.  
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diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam 

sistemperadilan pidana ditemukan beberapa faktor penghambat seperti 

kurangnya sosialisasi mengenai diversi tersebutbaik kepada penyidik, 

jaksa, hakim dan lembaga-lembaga terkait serta masyarakat sehingga 

pelaksanaan diversimasih kurang efektif. Disamping itu peraturan yang 

ada juga belum dapat menjamin pelaksanaan diversi.
13

 

3. Artikel yang berjudul “Resilience in Survivors of Child Sexual Abuse: 

A Systematic Review of the Literature” yang ditulis oleh Matthias 

Domhardt, Annika Mu¨nzer, Jorg M. Fegert,and Lutz Goldbeck dalam 

Journal of  Trauma, Violence, and Abuse, Vol. 16, Number 4 (2015). 

Artikel ini bertujuan merangkum ulasan penelitian empiris pada 

ketahanan korban pelecehan seksual anak (CSA) dan membahas faktor 

pelindung yang terkait dengan fungsi adaptif terlepas dari anak sebagai 

korban seksual. Metode pencarian literaturnya yakni dengan 

mengidentifikasi penelitian yang diterbitkan sampai dengan November 

2015 dilakukan dalam database PsycINFO, MEDLINE / PubMed, Web 

of Science, dan PSYNDEXplus. Studi relevan yang diambil 

menggunakan teknik snowball. Hasil dalam penelitian ini, persentase 

korban CSA yang ditemukan memiliki tingkat normal berfungsi 

meskipun riwayat pelecehan seksual berkisar antara 10 persen sampai 

53 persen. Faktor-faktor pelindung yang memiliki dukungan empiris 

terbaik yang ditemukan yakni pendidikan, kompetensi interpersonal 

                                                           
13

Adiguna, dkk, Diversion Apllication of Children Dealing with the Law in Criminal 

Justice System,  Universitas Hasanuddin, 2013. 
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dan emosional, keyakinan kontrol, optimisme, lampiran sosial, atribusi 

eksternal menyalahkan, dan yang paling penting, dukungan dari 

keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas.
14

 

4. Artikel yang berjudul “Social work in the youth justice system” yang 

ditulis olehDarrell Fox and Elaine Arnull, dari Lancaster University, 

England dalam Journal of social work (2013) membahas kontribusi 

penting dari pekerja sosial di bidang pekerja sistem peradilan pidana di 

Inggris dan Wales yang dilakukan oleh remaja. Dalam sistem peradilan 

remaja peran pekerja sosial bertujuan untuk melaksanakan atau kerja 

sosial yang benar dan nyata yang didasarkan pada hubungan antar 

profesi lainnya dan kritis reflektif dan refleksif karena itu merupakan 

hal yang sulit. Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai 

tantangan bagi pekerja sosial dalam sistem hukum seperti sistem 

peradilan remaja yaitu mencari cara untuk mengelola sistem hukum 

dengan fokus manajemen risiko berbasis hubungan yang benar dalam 

praktik pekerja sosial. Pekerja sosial memerlukan penggunaan 

kesadaran diri dan kecerdasan emosional untuk melihat pendekatan 

rasional-teknisdi sistem peradilan pemuda yang berdedikasi untuk 

bekerja dengan anak-anak dengan berbagai kerentanan. Pendekatan 

rasional teknis mendukung keterlibatan dan hubungan anak-anak dan 

keluarga, yang diharapkan memberikan ruang dan kesempatan untuk 

                                                           
14

Matthias Domhardt, dkk,Resilience in Survivors of Child Sexual Abuse: A Systematic 

Review of the Literature, Journal of  Trauma, Violence, and Abuse, Vol. 16, Number 4 (2015). 

 



13 
 

saling berpartisipasi membuat perubahan perilaku mereka sendiri. 

Tantangan bagi pekerja sosial adalah bahwa setiap organisasi tidak 

selalu siap menerima tantangan dengan proses dan sistem yang mereka 

miliki, atau untuk menerima pengetahuan yang diperoleh melalui 

refleksi kritis dan prosedural serta risiko pekerja sosial. Selain itu, 

dalam penelitin ini juga menjelaskan kemandirian remaja dalam sistem 

peradilan remaja dapat membantu pekerja sosial dalam bernegosiasi 

terhadap lingkungan remaja yang berhadapan dengan hukum.
15

 

5. Artikel yangberjudul “Questions of control in child protection decision 

making: Lay persons’ monitoring and governance in child protection 

committees in Sweden” yang ditulis oleh Torbjo¨rn Forkby, Staffan Ho 

jer dan Andreas Liljegren dari University of Gothenburg, Sweden 

dalam Journal of Social Work, Vol. 15,(2015). Dalam artikel ini 

mereka menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dalam 

perlindungan anak yang terjadi di Swedia. Pengambilan keputusan 

dalam perlindungan anak sangat tergantung pada orang yang ditunjuk 

oleh komite perlindungan anak kota (BPK). Orang yang ditunjuk ini 

memiliki kekuatan untuk memutuskan usulan yang datang dari para 

profesional yang ada dalam komite. Anggota komite ditunjuk dari 

anggota partai politik. Sebagi panitia penyelenggara, seharusnya 

bertindak sebagai orang bijaksana dilengkapi dengan penilaian yang 

baik. Dalam studi ini, 31 pertemuan komite di tiga kota diikuti oleh 

                                                           
15

Darrell Fox, and Elaine Arnull, Social work in the youth justice system. Open 

University Press: Maidenhead, dalam  Journal of Social Work , 2013.  
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peneliti dengan menggunakan teknik pengamatan dan rekaman audio. 

Proses pengambilan keputusan anggota BPK yang ditunjuk 'dan 

strategi komunikatif untuk mempengaruhi analisis praktek kerja sosial. 

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial di Swedia 

memiliki jalan panjang untuk sampai diakui status profesional secara 

penuh. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbaikan dalam BPK 

'pengambilan keputusan harus didasarkan pada melihat lebih dekat 

pada pengetahuan, nilai-nilai dan akal sehat dan bagaimana aspek ini 

mempengaruhi pengambilan keputusan.
16

 

6. Artikel yang berjudul “Development of Collaboration in Multiproblem 

Cases Some Possibilities and Challenges” yang ditulis oleh Risto 

Huotari dariUniversity of Helsinki, Finland dalam Journal of Social 

Work, volume 8, Number 1 (2008). Artikel ini membahas mengenai 

pedoman dalam pengembangan kolaborasi dalam multiproblem. Proses 

adopsi model baru kegiatan di masyarakat diuraikan dari sudut 

pandang teori aktivitas. Hasil temuannya berupa pendekatan yang lebih 

kolaboratif dalam komunitas kerja adalah siklus yang relatif panjang 

transformasi luas di mana para pekerja harus mendapatkan orientasi 

kolektif dalam sejarah aktivitas dan objek, dalam menyelesaikan 

kontradiksi dan evaluasi solusi baru, serta internalisasi budaya dialog 

terbuka di mana juga hubungan kekuasaan yang diambil dalam 

                                                           
16
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of Social Work, Vol. 15, 2015, jsw.sagepub.com. 
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account. Dalam rangka untuk mengambil account berbagai perspektif 

dalam jaringan, itu dianjurkan untuk menerapkan satu set metode yang 

disebut Dialog Antisipasi, di mana dasar koordinasi dicari di dunia 

kehidupan klien bukan tugas-tugas khusus profesional. Dalam kasus 

multi problem, beberapa kelompok profesional yang berbeda 

dibebankan dengan tugas bekerja keluar sesuai dengan pengetahuan 

dan keahlian profesi mereka, misalnya masalah kesehatan mental, 

keuangan dan masalah dalam hubungan manusia. Dalam kasus yang 

paling serius psikososial bantuan untuk individu dan keluarga 

dikelilingi oleh banyak ahli. Hal itu dijadikan sebagai kebutuhan untuk 

menemukan koordinasi yang lebih baik dalam sebuah jaringan. Dalam 

jenis  kolaborasi yang ideal adalah bahwa kelompok pekerja 

bertanggung jawab mengatur tugas tertentu.  Mereka bercita-cita untuk 

tujuan umum, dan mereka bekerja bersama-sama setuju pada aturan 

dasar dan bertanggung jawab, serta memanfaatkan keahlian 

masing-masing anggota. Dalam negosiasi bersama, mereka 

membangun sebuah eksplisit, yakni model yang disederhanakan dari 

ideal dan memeriksa model untuk memahami dinamika, potensi dan 

keterbatasan. Kemudian pekerja mengkonkretkan model dengan cara 

aplikasi praktis dalam penerapan terhadap klien.kritik mereka terhadap 

perubahan.
17 
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7. Artikel yang berjudul “The cycle of punishment: Social exclusion of 

prisoners and their children” yang ditulis oleh Joseph Murray dari 

University of Cambridge, UKdalam Journal of Criminology & 

Criminal Justice, Vol: 7, Number 1 (2007). Penelitian ini 

menunjukkan bahwa anak-anak tahanan memiliki resiko buruk bagi 

sepanjang hidup mereka. Artikel ini menjelaskan situasi anak-anak 

berikut penjara ayah mereka, dengan menggunakan survei di sebuah 

penjara Inggris. Dikatakan bahwa tahanan dan anak-anak mereka 

rentan terhadap beberapa jenis pengucilan sosial, termasuk: 

kekurangan ekonomi, kerugian materi dan modal sosial, stigma, 

pengecualian linguistik, pengucilan politik, dan prospek masa depan 

yang buruk. Di Inggris, kegagalan dalam upaya perlindungan terhadap 

anak-anak tahanan tercermindengan kebijakan hukuman pidana, dan 

kurangnya komitmen pemerintah untuk mengurangi pengucilan 

sosial.
18

 

8. Artikel yang berjudul “The formalized framework for decision-making 

in child protection care orders: A cross-country analysis” yang ditulis 

oleh Jill D BerrickUC dari Berkeley School of Social Welfare, US, Sue 

Peckover dari Sheffield Hallam University, UK,  Tarja Poso dari 

University of Tampere, Finland, dan Marit Skivenesdari University of 

Bergen, Norway dalam Journal of Social Work, (2013). Dalam artikel 

ini membahas mengenai keputusan perawatan anak yang dikembalikan 
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pada keluarga. Bahkan dalam keadaan dimana keluarga keberatan 

dengan tindakan negara, orang tua dan anak-anak memiliki suara 

dalam mengambil keputusan yang tepat dari intervensi negara. Namun,  

artikel ini melihat di empat negara yang diteliti bahwa struktur formal 

masing-masing negara cukup berbeda. Empat negara yang dimaksud 

yakni Norwegia, Firlandia, Amerika Serikat, dan Inggris.   

Sistem kesejahteraan anak Norwegia mengatur bahwa kedua orang 

tua dan anak-anak harus dimasukkan dalam keputusan tentang perintah 

perawatan. Secara khusus, orang tua diperbolehkan untuk 

mengungkapkan pandangan mereka tentang kasus dan keadaan yang 

terkait, dan mereka diberikan bantuan hukum gratis. UU Finlandia 

tentang Kesejahteraan Anak yang dilaksanakan pada tahun 2008 

bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi: hak anak untuk 

memperoleh informasi terkait kesejahteraan anak, dan kesempatan 

bagi mereka untuk mengungkapkan pandangan terhadapan 

kasusnya.Penilaian kebutuhan anak diperhatikan secara khusus pada 

pandangan dan keinginan anak.  

Amerika Serikat (California) memiliki kebijakan yaknisistem 

keluarga.Yang mana izin orang tua secara tertulis harus diperoleh 

sebelum penentuan perawatan yang bersifat sukarela. Namun, saat 

keputusan perawatan memang diperlukan, orang tua tidak perlu selalu 

dimasukkan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, orang tua 

harus diberi pemberitahuan tertulis untuk mengajukan permohonan 
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judicial review dalam waktu 24 jam.  Di Inggris, prinsip kemitraan 

dengan orang tua adalah pusat Children Act. Dengan demikian, orang 

tua terlibat dalam proses perlindungan anak, pertemuan, penilaian, dan, 

dalam beberapa wilayah yurisdiksi, Group Conferencing, sebelum 

keputusan resmi perawatan. Pada titik ini, otoritas bagi pemangku 

kepentingan untuk mengadakan pertemuan perencanaan hukum dan 

secara resmi pemberitahuan kepada orang tua anak.
19

 

9. Artikel yang berjudul “Institutional Review Boards at Very High 

Research Activity Universities: An Opportunity for Social Workers” 

yang ditulis oleh Clare Cannon and Frederick Buttell dalam Journal of 

Research on Social Work Practice, Vol. 25, Number 7 (2015). Artikel 

ini membahas mengenai peluang pekerja sosial dalam penelitian di 

tingkat Universitas. Pekerja sosial, sebagai pekerja yang profesional, 

memiliki peran penting dalam penelitian di Universitas atas 

pertimbangan tiga hal yaitu, mereka telah mendapatkan pelatihan 

holistik, komitmen pada standar etika, dan fokus pada keadilan sosial. 

Komitmen etis pekerja sosial diberikan untuk kesejahteraan individu 

dan masyarakat karena pekerja sosial membawa perspektif mengenai 

perlindungan manusia. Pekerja sosial memiliki tanggung jawab 

profesional untuk keadilan, kebaikan, dan menghormati klien. Sebagai 

penambahan wawasan dan menyeimbangkan antara teori dengan 

praktik lapangan, maka salah satu caranya dengan mengikut sertakan 
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dalam pekerja sosial dalam penelitian baik di tingkat individu, 

keluarga, dan tingkat makro. Dengan mengikuti dala proyek penelitian 

akan memberikan mereka pengalaman berharga yang dapat digunakan 

untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh PMKS baik itu penelitian 

kaitannya dengan antropologi, kesehatan masyarakat individu dan 

masyarakat, etnografi,serta evaluasi kebijakan.
20

 

10. Artikel yang berjudul “Designing an Intervention to Promote Child 

Development Among Fathers With Antisocial Behavior” yang ditulis 

oleh Pajarita Charles, Deborah Gorman-Smith, and Anne Jones dalam 

Journal of Research on Social Work Practice, Vol. 26, Number 1 

(2016). Artikel ini menjelaskan perkembangan intervensi yang 

berfokus pada upaya peningkatan kesehatan psikososial dan sejarah 

perilaku antisosial anak-anak dari ayah yang pernh ditahan. Temuan 

dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam 

intervensi yang melibatkan ayah dari tahanan dengan tidak 

melibatkannya. Intervensi yang dilakukan meliputi pemenuhan 

kebutuhan ayah pasca-penahanan. Dengan keterlibatan ayah pasca 

penahanan secara positif maka akan mengurangi dampak hubungan 

yang negatif antara ayah dan anak dengan perilaku antisosialnya. 

Artikel ini menggunakan pendekatan yang sistematis untuk 
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merencanakan intervensi dengan langkah-langkah dalam perencanaan 

untuk studi intervensi.
21

 

Berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur yang telah ditulis 

terdahulu, terdapat beberapa isu penelitian yang bisa dipahami yaitu 1) 

mereka lebih menekankan pada aspek penanganan ABH dan kendala yang 

dihadapi oleh petugas, 2) dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan diversi 

terhadap ABH dan faktor-faktor yang menghambat terlaksananya 

penerapan diversi, 3) resiliensi korban pelecehan seksual anak (CSA) dan 

faktor pelindung yang terkait dengan fungsi adaptif, 4) kontribusi penting 

dari pekerja sosial di bidang pekerjaan dalam sistem peradilan pidana di 

Inggris dan Wales yang dilakukan oleh remaja, 5) pengambilan keputusan 

dalam perlindungan anak yang terjadi di Swedia, 6) pedoman dalam 

pengembangan kolaborasi dalam multiproblem, 7) menjelaskan situasi 

anak-anak berikut penjara ayah mereka, 8) mengenai keputusan perawatan 

anak yang dikembalikan pada keluarga dengan melihat di empat negara 

yang diteliti yakni Norwegia, Firlandia, Amerika Serikat, dan Inggris, 

9)Dalam artikel ini membahas mengenai peluang pekerja sosial dalam  

penelitian di tingkat Universitas, dan 10) perkembangan intervensi yang 

berfokus pada upaya peningkatan kesehatan psikososialdan sejarah 

perilaku antisosial anak-anak dari ayah yang pernah ditahan. 

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ini 

adalah secara keseluruhan membahas tema besar mengenai penanganan 
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ABH dan pekerja sosial yang menangani,serta terdapat satu penelitian 

yang membahas mengenai sistem kolaborasi dalam penanganan ABH dan 

diversi, namun hal tersebut dilihat dari segi hukum. Sedangkan 

perbedaannya yakni peneliti ini lebih mengombinasikan tema-tema 

tertentu dalam penelitian dahulu dengan fokus pada implementasi dan 

sinergi jejaring yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam diversi 

penanganan ABH.  

E. Kerangka Teori  

1. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi merupakan pengalihan 

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana. Syarat dilakukan diversi apabila: a) tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak usia 12 tahun keatas yang diancam dengan pidana 

penjara di bawah 7 (tujuh) tahun (pasal 7 (2) UU SPPA), b) bukan 

merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 (2) UU SPPA), c) 

mendapatkan persetujuan korban dan/ keluarga anak korban, kecuali untuk 

tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak 

pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah 

minimum provinsi setempat (Pasal 9 (2) UU SPPA), dan d) kesediaan anak 

dan keluarganya (Pasal 9 (2) UU SPPA).  

Bentuk dari kesepakatan diversi antara lain: perdamaian dengan 

atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua/ wali, 
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keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau 

LPKS paling lama 3 bulan, dan pelayanan masyarakat (Pasal 11 UU 

SPPA). Terkait dengan prosedur pelaksanaan diversi ditingkat penyidikan, 

sebagai berikut:  

a. Setelah menerima laporan polisi, penyidik wajib bersurat untuk 

meminta saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK 

Bapas) 

b. Hasil penelitian kemayarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada 

penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan 

penyidik diterima 

c. Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 

7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai 

d. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi, polisi, 

PK Bapas, dan Pekerja Sosial memulai proses musyawarah 

penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, Dalam hal tidak 

terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimanadimaksud pada ayat 

(3) dalam pelaksanaan musyawarah,keterwakilan Pekerja Sosial 

Profesional dapat digantikan oleh TenagaKesejahteraan Sosial. 

e. Proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah 

dimulainya diversi 

f. Penyidik membuat berita acara proses diversi 

Dalam pelaksanaan diversi terdapat indikator keberhasilan dan 

kegagalan. Diantara indikator keberhasilan diversi adalah: 1) apabila para 
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pihak mencapai kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk 

kesepakatan diversi, 2) hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan 

oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan 

ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling 

lama 3 (tiga) hari terhitung sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh 

penetapan, 3) pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling 

lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi, 4) 

penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, 

penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) 

hari sejak ditetapkan, 5) setelah menerima penetapan tersebut penyidik 

menerbitkan penetapan penghentian penyidikan. Sedangkan indikator 

diversi dianggap gagal apabila penyidik membuat berita acara diversi dan 

wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut 

Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian 

kemasyarakatan dari petugas PK Bapas.   

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)  

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.
22

 Secara umum perlindungan dan hak-

hak anak dijamin oleh UUD 1945 pada Pasal 28 D ayat 2 yang berbunyi 

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Ketentuan dalam UUD 1945 ini memang tidak secara langsung 
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 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 347.  



24 
 

memerintah terkait anak-anak yang bermasalah dengan hukum, tetapi 

secara umum menegaskan perihal hak-hak dan perlindungan anak.  

Perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

oleh individu atau kelompok sosial yang tidak sesuai atau melawan 

kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sehingga memerlukan 

rehabilitasi. 
23

Norma sosial itu berkaitan dengan apa yang harus dan 

dilarang didalam suatu masyarakat atau kebudayaan tertentu. Yang 

kemudian norma-norma tersebut akan terbentuk karena individunya 

sebagai bagian dari anggota masyarakat dan kebudayaan yang tentunya 

saling berhubungan dan berinteraksi. Didalam setiap masyarakat, norma-

norma sosial biasanya terpusat pada kegiatan-kegiatan sehari-hari yang 

bermakna bagi anggota-anggotanya, contohnya keluarga. Dimana dalam 

keluarga norma-norma sosial yang mengatur hubungan-hubungan antar 

jenis, hubungan orangtua dan anak, interaksi didalam keluarga, serta 

mengatur dan mengarahkan hubungan sehari-hari dari anggota keluarga 

pada umumnya.  

Dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum 

adalah perilaku anak yang melanggar norma sosial yang menimbulkan 

reaksi kejengkelan dan reaksi kemarahan masyarakat serta banyak 

merugikan kalangan umum sehingga membutuhkan penanganan secara 

khusus dalam rangka pemulihan fungsi sosial dan pemenuhan kebutuhan. 

Bentuk perilaku menyimpangnya antara lain: pembunuhan, pencekikan 
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sampai mati, pengeroyokan, perampokan dan pemerasan, pelanggaran seks 

dan pemerkosaan, pencuri, mengancam dan pemerasan, pendagangan dan 

penyalahgunaan narkotika, dan lain-lain. 

3. Sinergi Jejaring Pekerja Sosial 

Jaringan kerja berarti mendirikan jalinan hubungan dengan 

beragam orang maupun profesi dan memanfaatkan mereka untuk 

menghasilkan perubahan.
24

 Ini  merupakan salah satu strategi perubahan 

yang paling penting digunakan oleh pekerja sosial dan seorang pekerja 

keadilan tidak hanya menjalin kerja dengan berada dalam sebuah proses 

peradilan saja melainkan pasca penanganan dalam upaya pemulihan atau 

rehabilitasi. Hal tersebut terkait dengan budaya kerja, keterampilan 

berkomunikasi, hubungan inter-personal, bekerja dalam tim, dan lain-lain.  

Terdapat dua prinsip penting untuk menjamin sinergi jejaring. 

Yang pertama adalah seorang pekerja sosial hendaklah tetap membuka 

jaringan kerja, dan membuka jaringan kerja dengan beragam orang 

berbeda yang tidak melakukan jaringan kerja satu sama lain. Hal ini 

mencegah terbentuknya formasi elit yang tertutup. Prinsip yang kedua 

adalah melibatkan anggota masyarakat akan turut serta dalam jaringan 

kerja, dan membantu anggota masyarakat untuk memapankan jaringan 

kerja mereka sendiri sebagai bentuk pemberdayaan.
25

 Sedangkan 

keterampilan yang dilibatkan dalam jejaring yakni berupa komunikasi 

secara efektif dengan begitu banyak macam orang, kemampuan untuk 

                                                           
24

Jim Ife dan Frank Tesoriero, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: 

Community Development, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 600. 
25

Ibid., hlm. 601-602. 
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memelihara jaringan kerja dengan menjaga kontrak regular, kemampuan 

untuk berfikir secara sistematis dan kemampuan untuk bersikap inklusif 

dalam jalinan hubungan antara pribadi.
26

 

Konsep kemitraan menjadi bagian yang erat kaitannya dengan 

konsep jejaring. Menurut Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis 

yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu 

untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan 

dan saling membesarkan.
27

 Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa dalam 

kemitraan berjejaring terdapat konsep kesejajaran yang saling 

membutuhkan, dengan komunikasi terbuka, dan yang lebih penting adalah 

trust diantara pemangku kepentingan.  

F. Metode Penelitian  

1. Tempat dan waktu penelitian  

Penelitian dilakukan di Dinas Sosial yang merupakan instansi 

tempat penempatan kerja Pekerja Sosial ABH, dan juga di Kepolisian, 

Pengadilan, Kejaksaan, dan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak 

(YLPA). Wawancara akan dilakukan kepada 3 orang pekerja sosial di 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. 

Sedangkan Informan pendukung akan dilakukan wawancara di 

instansi masing-masing. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan 

Februari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016.   
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Ibid., hlm. 602. 
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2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini 

membutuhkan jawaban secara mendalam serta landasan yang cukup 

kuat dalam analisisnya. Data diperoleh dengan melakukan wawancara 

kepada berbagai pihak yang terkait dengan penanganan ABH. 

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan fenomenologi yang mana nantinya akan menekankan 

pengalaman subjektif yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam 

jejaring kerja untuk penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. 

Pekerja sosial dalam penelitian ini sebagai informan kunci, dan yang 

menjadi informan pendukung adalah profesi lain yang terkait, seperti 

Pembimbing Kemayarakatan dari Balai Pemasyrakatan, Dinas Sosial 

seksi anak, Polri (PPA), Jaksa Penuntut Umum, hakim anak, advokat 

anak, dan keluarga penerima pelayanan.  

4. Penentuan Subyek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subyek utama dalam penelitian ini adalah pekerja sosial 

sebagai informan kunci dengan kualifikasi pekerja sosial yang sudah 

lebih dari 3 tahun masa kerjanya dibidang ABH baik itu laki-laki atau 

perempuan, sudah menikah atau lajang, pendidikan dari pekerja sosial 

ataupun non pekerja sosial, yang berasal dari tenaga kontrak dari 
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Kementerian Sosial RI yang biasa disebut dengan Satuan Bakti 

Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Sedangkan subjek pendukung lain 

dalam penelitian ini adalah Pembimbing Kemayarakatan dari Balai 

Pemasyarakatan, Dinas Sosial seksi anak, Polri (PPA), Jaksa Penuntut 

Umum, hakim anak, advokat anak, dan keluarga penerima pelayanan. 

b. Objek penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan diversi 

untuk anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan 

yang ada dalam progam Sistem Peradilan Pidana Anak dan sinergi 

jejaring pekerja sosial. Pekerja sosial dipilih sebagai informan kunci 

karena mereka banyak terlibat dalam pelaksanaan diversi. Pekerja 

sosial juga sudah mengetahui secara langsung implementasi 

pelaksanaan diversi dengan segala persoalannya.  

5. Sumber Data  

Dalam penelitian ini sumber data penelitian dipilih secara 

snowball. Dalam hal ini, penelitian pertama dilakukan kepada pekerja 

sosial yang juga sebagai sumber data primer. Dari pekerja sosial 

peneliti direkomendasikan kepada instansi-instansi yang terkait 

dengan penanganan ABH. Sumber data sekunder digunakan sebagai 

penambahan informasi.    

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut:  
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a. Observasi Partisipan 

Dalam penelitian ini, penelitiikut serta atau berpartisipasi 

dalam kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan anak 

berhadapan dengan hukum, khususnya pada upaya diversi anak. Pada 

proses di lapangan, peneliti mengikuti proses diversi dan sidang anak 

di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan begitu peneliti bisa 

mengetahui secara langsung bagaimana implementasi dan sinergi 

jejaring stakeholder. 

b. Wawancara mendalam  

Sebagai proses awal wawancara peneliti melakukan beberapa 

langkah prosedural seperti memperkenalkan identitas peneliti, 

menjelaskan tujuan penelitian serta memaparkan gambaran umum 

tentang fokus persoalan penelitian. Setelah informan memahami 

pemaparan dari peneliti dan jika sudah terbuka kesempatan untuk 

memulai proses wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada informan sebagaimana yang telah dijelaskan 

dengan pedoman wawancara. Terkait waktu wawancara, diupayakan 

adanya kesepakatan terlebih dahulu antara peneliti dengan 

informan.Sehingga proses wawancara yang dilakukan antara peneliti 

dengan informan bisa dilakukan dengan nyaman.  

c. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini data juga dikumpulkan  melalui 

penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul 
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penelitian. Doumen berupa  hasil penelitian, jurnal, buku-buku teks, 

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan PP 

No. 65 tentang petunjuk pelaksaan diversi. Data yang terkumpul tidak 

hanya berupa gambaran mengenai pelaksanaan diversi, namun juga 

prevalensi kasus anak dalam setiap instansi-instansi yang terkait dan 

jumlah peksos anak yang ada di wilayah Yogyakarta. 

7. Teknik Analisis Data 

Peneliti akan mengolah dan menganalisis data yang sudah 

didapatkan di lapangan dengan menggunakan analisis secara 

descriptive-kualitatif. Data yang sudah terkumpul yang terdiri dari 

catatan lapangan, hasil wawancara, komentar peneliti, gambar, foto, 

dokumen berupa laporan, artikel, dan sebagainya akan dijelaskan atau 

dideskripsikan oleh peneliti. Hasil wawancara berupa rekaman 

kemudian ditranskip dan ditunjukkan kepada dosen pembimbing 

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penelitian. 

Analisis data hasil temuan lapangan dilakukan dengan cara 

bertahap. Data yang sudah didapatkan dianalisis dengan teori yang 

digunakan dalam penelitian. Kemudian ditarik kesimpulan dan yang 

terakhir melakukan verifikasi data kepada informan.  
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8. Validitas data  

Adapun yang akan digunakan oleh peneliti dalam validitas 

data yaitu uji kredibilitas, dan menggunakan bahan referensi.
28

 

a. Uji Kredibilitas  

Diantara hal-hal yang bisa dilakukan dalam Uji kredibilitas 

data antara lain: 

1) Keikutsertan peneliti  

Keikutsertaanpeneliti sangat menentukan dalam mengumpulkan 

data. Peneliti dalam studi ini akan mengumpulkan data sesuai 

dengan jadwal penelitian yang telah ditentukan. Akan tetapi jika 

data yang dibutuhkan masih dirasakan belum cukup, maka peneliti 

akan memperpanjang waktu penelitin agar data yang dikumpulkan 

dapat dipertanggungjawabkan.Dalam hal ini peneliti akan lebih 

banyak memperlajari berbagai kegiatan yang terkait dengan 

penanganan ABH khususnya dalam upaya diversi yang berasaskan 

pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan  Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan diversi dan 

penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Peneliti disini 

akan menguji secara langsung informasi yang didapatkan di 

lapangan.  
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2) Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Ketekunan pengamatan 

sangat dibutuhkan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan untuk 

menghindari data yang kurang tepat yang diperleh dari informan. 

Objek yang dijadikan informan bisa jadi menutup diri dari fakta 

yang sebenarnya. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan 

ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku 

maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi terkait 

dengan temuan yang diteliti. 

3) Mengadakan member check  

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa 

yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan 

disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid dan 

semakin kredibel. Namun apabila data yang ditemukan peneliti 

dengan pemberi data  tidak disepakati oleh pemberi data, maka 

antara peneliti dengan pemberi data akan melakukan diskusi. 

Member check tidak  dilakukan oleh peneliti ke semua instansi 

penelitian.  
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4) Triangulasi  

Untuk memenuhi kriteria keabsahan data tersebut maka penelitian 

ini menggunakan cara tertentu, yaitu triangulasi. Triangulasi adalah 

menggunakan beragam sumber, dan teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data, antara lain multiple sources, metode 

wawancara dan teori. Beragam sumber dalam pengumpulan data 

misalkan menanyakan tentang penanganan dan proses diversi 

terhadap ABH tidak hanya bertanya kepada pekerja sosial saja 

melainkan tetapi juga bisa bertanya kepada jaksa anak, hakim 

anak, advokat anak, POLRI yang menangani, dan juga keluarga 

penerima pelayanan. Trianggulasi dengan metode wawancara 

berarti suatu strategi dengan pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. Sedangkan trianggulasi dengan teori, berdasarkan 

anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa dengan satu 

atau teori yang lebih.
29

 

b. Menggunakan Bahan Referensi  

Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalkan, 

data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman 

wawancara.  
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G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah dan memahami penyusunan tesis nantinya, 

maka berikut ini susunan sistematika dalam pembahasan yang peneliti 

akan lakukan: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang isinya memaparkan 

pembahasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari 

jenis penelitian, pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan  

pengecekan keabsahan data, serta sistematika pembahasan. Tujuannya 

adalah memberikan gambaran yang jelas tentang isi dari karya tulis ilmiah 

ini. 

Bab kedua, Bab kedua, berisi tentang paparan tentang landasan 

teori yang digunakan untuk melihat permasalahan-permasalahan penelitian 

secara ilmiah. Topik pokok yang akan diuraikan dalam penelitian ini 

adalah diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Sesuai dengan 

ketentuan dan pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan 

Penangnan Anak yang belum berumur 12 tahun, dan Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pekerja sosial dalam 

penanganan ABH, serta uraian mengenai ABH. 
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Bab tiga, akan menguraikan tentang sistem jejaring pekerja sosial 

dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang akan dikaji 

dari berbagai referensi.  

Bab empat, merupakan  bab dimana memaparkan jawaban dari 

rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi dan 

sinergi jejaring dalam upaya diversi terhadap anak berhadapan dengan 

hukum di Yogyakarta disertai dengan analisis dari peneliti terkait temuan 

dilapangan dengan ketentuan baku dalam aturan penanganan ABH. 

Bab lima, adalah penutup dari karya tulis ilmiah yang ditulis oleh 

penulis yang berisi kesimpulan dan saran-saran.  Kesimpulan disini adalah  

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan 

masalah serta bukan semata-mata ringkasan dari seluruh pembahasan 

sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

a. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah 

pengalihan penyelsaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke 

proses di luar peradilan pidana. Diversi wajib dilakukan pada setiap 

tingkatan yakni mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

perkara anak di pengadilan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum yang 

menangani ABH wajib mengupayakan diversi jika syarat-syarat 

dilakukannya diversi telah terpenuhi.  Implementasi dari diversi yang 

dilakukan oleh masing-masing tingkatan sudah berupaya mengacu pada 

PP No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan 

Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun. Bagi instansi yang 

tidak menjalankan diversi akan dapat sanksi berupa pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah)  (pasal 96 UU SPPA). Jenis kejahatan yang di 

diversikan tidak lebih dari ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun.  

2. Prevalensi data di tiga tingkatan instansi yang menangani perkara anak 

yang berhadapan dengan hukum di Yogyakarta sebagai berikut: (1) 

Menurut data di kepolisian, untuk tahun 2014 terdapat 27 anak yang 

berhadapan dengan hukum, yang terdiri dari: Kekerasan dalam rumah 



122 
 

tangga (KDRT) sebanyak 1 anak, kekerasan terhadap anak 4 anak, 

persetubuhan dan pencabulan sebanyak 17 anak, melarikan anak 

dibawah umur sebanyak 1 anak, dan penganiayaan sebanak 4 anak. 

sedangkan di tahun 2015 terdapat 21 anak yang terdata dalam Polresta 

Yogyakarta, yang terdiri dari: persetubuhan/pencabulan sebanyak 8 

anak, penganiayaan sebanyak 10 anak, KDRT sebanyak 1 anak, 

pelanggaran terhadap perlindungan anak sebanyak 1 anak, dan 

pencurian sebanyak 1 anak. (2) Tingkat penuntut umum, tahun 2015 

terdapat 8 (delapan) anak yang kasusnya masuk di Kejaksaan Negeri 

Yogyakarta dengan jenis kasus sebagai berikut: Pasal 80, 81, dan 82 

UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 170 KUHP tentang 

kekerasan, dan UU RI No.12 Tahun 1951 tentang Narkoba. (3) Tingkat 

pengadilan, pada tahun 2015 jumlah perkara anak yang masuk ke 

Pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 11 anak dengan berbagai 

macam jenis kasus antara lain: penganiayaan sebanyak 3 anak, senjata 

tajam sebanyak 2 anak, pencurian dengan pemberatan sebanyak 4 anak, 

pencabulan sebanyak 1 anak, dan narkotika sebanyak 1 anak. Dari 11 

perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak ada yang 

berhasil dilakukan diversi. Prevalensi data juga didapatkan di Balai 

Pemasyarakatan kelas I dari bulan Juli 2014 sampai dengan Desember 

2015, dengan data sebagai berikut:  a) tingkat kepolisian sebanyak 70 

anak yang berhasil dilakukan diversi 57 dan 13 dinyatakan gagal, b) 

tingkat penuntut umum sebanyak 15 anak yang dinyatakan berhasil 11 
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dan 4 gagal, c) tingkat pengadilan sebanyak 2 anak yang dinyatakan 

berhasil 0 dan 2 gagal.  

3. Stakeholder dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum 

terdiri dari beberapa instansi dan profesi, seperti penyidik, jaksa 

penuntut umum, hakim, advokat, pembimbing kemasyarakatan, pekerja 

sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial. Peran dan fungsi 

yang dijalankan disesuaikan dengan aturan yang ada di UU SPPA 

Nomor 11 Tahun 2012 dan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 

(dua belas) tahun. Kendala dalam berkoordinasi diantaranya: a) 

perbedaan pemahaman antara pihak-pihak terkait yang satu dengan 

lainnya, karena dalam menyelesaikan masalah anak membutuhkan 

kesepahaman dalam mengambil keputusan, b) keluarga dari anak yang 

berperkara bertempat tinggal diluar kota, c) orangtua atau keluarga anak 

yang berperkara sakit. 

4. Yogyakarta memiliki 26 pekerja sosial yang menangani masalah anak 

yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, pekerja sosial 

merupakan pegawai kontrak dari Kementerian Sosial RI yang disebut 

dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial (sakti peksos). Pekerja sosial yang 

menangani ABH tidak semua memiliki disiplin keilmuan Kesejahteraan 

Sosial atau Pekerjaan Sosial. Oleh sebab itu, kemampuan yang dimiliki 

oleh setiap pekerja sosial berbeda-beda. Skill yang harus dimiliki oleh 

pekerja sosial dalam berjejaring menurut informan diantaranya:(1) 
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memiliki wawasan luas dalam kaitannya dengan penanganan anak yang 

berhadapan dengan hukum, sehingga bisa meyakinkan kepada pelaku, 

korban atau saksi anak, mupun kepada para penegak hukum. (2) 

Komunikasi efektif, hal ini dilakukan oleh pekerja sosial untuk 

menumbuhkan kepercayaan sebagai seorang social worker yang 

berkompeten yang akhirnya akan mendapatkan pengakuan. (3) Lincah 

dalam merespon kasus, aktif dalam penanganan kasus, dan  mengerti 

situasi dan kondisi. (4) Negosiasi dan kemampuan berbicara, negosiasi 

dimaksudkan untuk memperoleh kesepakatan terbaik untuk anak, 

kemampuan berbicara dimaksudkan agar peksos yang menangani anak 

mengerti situasi dan kondisi anak, keluarga, atau lawan bicara. (5) 

Memahami peran dari pekerja sosial, karena dengan memahami peran 

pekerja sosial dapat memperoleh trust dari mitra kerja. (6) Bisa 

melakukan managemen kasus.   

5. Cara yang biasanya digunakan oleh pekerja sosial dalam menjalin 

jejaring kerja adalah lewat alat komunikasi berupa hanphone atau 

secara resmi lewat surat. Untuk menjamin sinergi jejaring dari pekerja 

sosial, terdapat dua prinsip yaitu: pekerja sosial tetap membuka jaringan 

kerja dengan beragam orang berbeda yang tidak melakukan jaringan 

kerja satu sama lain, dan melibatkan anggota masyarakat turut serta 

dalam jaringan kerja sebagai bentuk pemberdayaan. 

 

 



125 
 

b. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dalam 

upaya mengimpelementasikan dan sinergi jejaring pekerja sosial dalam 

upaya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Dalam kegiatan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, 

khususnya kepada pekerja sosial sebagai orang yang melakukan 

pendampingan terhadap anak dan keluarga disarankan agar lebih 

meningkatkan skill yang dimiliki dengan penambahan wawasan baik 

dari kegiatan formal maupun informal, sehingga senantiasa dapat 

bertindak, bersikap, dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai 

pekerja sosial profesional, berkompeten, dan memiliki wawasan yang 

luas. Secara umum, bagi para penegak hukum disarankan untuk lebih 

memahami prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan 

hukum. Agar menghindari perbedaan pemahaman yang akan 

menghambat proses penanganan anak dan upaya koordinasi lewat 

pertemuan-pertemuan antar stakeholder dijalankan lebih aktif dan 

rutin.  

2. Kepada para pemegang kebijakan dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak disarankan beberapa hal sebagai berikut:  

a. Dalam rangka mengimplementasikan UU SPPA Nomor 11 Tahun 

2012 dan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) 
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tahun, hendaknya disediakan suatu perangkat pendukung berupa 

pendidikan dan pelatihan multi profesi yang berbasis kompetensi 

dan juga diusahakan untuk melakukan pengembangan pedoman 

pelaksanaan teknis yang mengakomodir kebutuhan para penegak 

hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum 

b. Melakukan pemberdayaan tenaga-tenaga teknis yang potensial 

c. Meningkatkan komunikasi dan monitoring dengan berbagai pihak 

yang terlibat penanganan anak yang berhadapan dengan hukum 

3. Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan kepada 

peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut. Dengan 

mengambil informan kunci yang lebih banyak dan mendalam dengan 

menggunakan rancangan penelitian yang lebih kompleks seperti 

etnografi ataupun yang lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Asy-Syaikh Fuhaim Musthafa, Manhaj Pendidikan Anak Muslim, terj. Abdillah 

Obid dan Yessi HM.Basyaruddin, Jakarta Selatan: Mustaqim, 2004. 

Albert dan Gibert Grenley, Buku Pintar Pekerja Sosial, Jilid 1, terj. Yuda 

Dhamanik dan Shintya Fatiyasina, Jakarta: Gunung Mulia, 2008 

Benny Sujanto dan Agus Ibrahim, Pedoman Manejemen Kasus Perlindungan 

Anak, Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

Kementeria RI, 2010 

Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. 

Edi Suharto, Social Protection for Children in Difficult Situation: Lessons from 

Indonesia, 2008, http://www. Policy.hu/suharto. 

Eko Priliawito dan Lukman Rimadi, Metro- VIVAnews.com, “4622 Anak 

Mendekam di Penjara”, http://metro.news.viva.co.id//news/read/273781-4-

622-anak-indonesia-medekam-di-penjara, diakses pada tanggal 19 Maret 

2015 

H.Sinurat, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28733/3/chapter2011.pdf 

Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2008. 

Jim Ife, dan Frank Tesoriero, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: 

Community Development,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014 

J. Sudarmanto, Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan, 

(Yogyakarta: Kanisius, 2002 

Jusman Iskandar, Beberapa Keahlian Penting dalam Pekerja Sosial, Bandung: 

Koperasi Mahasiswa Bersama An Naba DKM Al Ihsan Sekolah Tinggi 

Kesejahteraan Sosial, 1993. 

Kartini Kartono,  Patologi Sosial, Jakarta: Rajawali , 1998. 

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2001. 

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi, Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2007. 

http://www/
http://metro.news.viva/


128 
 

Menteri Pendidikan Nasional, Detik-detik Ujian Nasional Sosiologi, Klaten: Intan 

Pariwara, 2007. 

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 

1995. 

Mahmutarom, Rekonstruksi Konsep Keadilan: Studi Tentang Perlindungan 

Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, 

Konstruksi Masyarakat, dan Istrumen Interasional, Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro Semarang,  2009. 

Miftachul Huda, Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009. 

Modul Diklat Pekerja Sosial Koreksional, Bandung: Departemen Sosial RI, Badan 

Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan 

Kesejahteraan Sosial, 2004. 

Mualimah, Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Panti 

Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Apus Jakarta 

Timur), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 

2013.  

Mujiastuti, “Sepak Terjang Pekerja Sosial dalam Memperjuangkan Hakhak Anak 

yang Berhadapan dengan 

Hukum”,bbppkspadang.kemsos.go.id/modules.php?name=news&file=artic

le&sid/2014/05/16 

Muji Barnugroho, “Kejahatan Anak Di DIY Mecemaskan”, m.sindonews.com 

Nana Syaodih Sukmadinata, Penelitian Pendidikan, Bandung: Rosdakarya, 2006. 

Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial 

Humaniora pada Umumnya,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. 

Nurdi, Konsep Locus ofControl ditinjau dari Pandangangan Islam dan 

Penerapannya bagi Pembinaan Remaja, Tesis tidak diterbitkan, Pasca 

Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.   

Oos M. Anwa, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Bandung: Alfabeta, 

2014 

Panduan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak 



129 
 

Polri, Modul, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, 

2004 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan 

diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun 

Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 

Ditetapkan oleh Eks Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al Jufri, dan 

Diundangkan oleh Eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 

Patrialis Akbar, (Jakarta: 2011), hlm. 62 

Sutrisno Hadi, Metodologi Research,  jilid 1, Yogyakarta: Andi Ofset,1989. 

Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2006. 

Totok Mardikanto, dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Perspektif Kebijakan Publik, edisi revisi, Bandung: Alfabeta, 2013 

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

pasal 1 ayat (22) 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta,  2009. 

Yogyakarta.bps.go.id, diakses taggal 19 Maret 2015 

 

Sumber Jurnal 

Adiguna, dkk, Diversion Apllication of Children Dealing with the Law in 

Criminal Justice System,  Universitas Hasanuddin,  2013. 

Clare Cannon, and Frederick Buttell, Institutional Review Boards at Very High 

Research Activity Universities: An Opportunity for Social Workers, 

Journal of Research on Social Work Practice, Vol. 25, Number 7, 2015 

Darrell Fox, and Elaine Arnull, Social work in the youth justice system. Open 

University Press: Maidenhead, dalam  Journal of Social Work, 2013  

Jill D BerrickUC, dkk, The formalized framework for decision-making in child 

protection care orders: A cross-country analysis, Journal of Social Work, 

2013 

Joseph Murray, The cycle of punishment: Social exclusion of prisoners and their 

children, dalam Criminology & Criminal Justice, Vol: 7, Number 1, 2007 

http://esp.sagepub.com/search?author1=Jill+D+Berrick&sortspec=date&submit=Submit


130 
 

Matthias Domhardt , dkk,Resilience in Survivors of Child Sexual Abuse: A 

Systematic Review of the Literature, Journal of  Trauma, Violence, and 

Abuse, Vol. 16, Number 4, 2015 

Pajarita Charles, dkk, Designing an Intervention to Promote Child Development 

Among Fathers With Antisocial Behavior,  Journal of Research on Social 

Work Practice, Vol. 26, Number 1, 2016 

Risto Huotari, Development of Collaboration in Multiproblem Cases Some 

Possibilities and Challenges,dalam  Journl of Social Work, volume 8, 

Number 1, 2008 

Torbjorn Forkby, dkk, Questions of control in child protection decision making: 

Laypersons’ monitoring and governance in child protection committees in 

Sweden, dalam Journal of Social Work, Vol. 15, 2015, jsw.sagepub.com 

 

 











CURRICULUM VITAE

Nama dan gelar : Astutik Indrawati, S.Sos

Tempat. Tanggal lahir : Demak,  29 Agustus 1991

Program Studi/ Konsentrasi : Interdisiplinary Islamic Studies/ Pekerjaan Sosial

Alamat rumah asal : Desa Banjarsari Rt 02/ Rw 02, kec Gajah, Kab. Demak

Alamat rumah diYogya : Gendeng GK IV/739 Rt 073/ Rw 018, Kel. Baciro,

Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Telp/Fax/Email : 087738036063/ astutikindrawati91@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No Pendidikan Lembaga Jurusan Tempat Tahun

1 Pasca Sarjana UIN Sunan

Kalijaga

Interdisiplinary

Islamic Studies

(Pekerjaan

Sosial)

Yogyakarta 2014-

Sekarang

2 Sarjana UIN Sunan

Kalijaga

Ilmu

Kesejahteraan

Sosial

Yogyakarta 2009-2013

3 Sekolah Menengah

Atas

MA Al Irsyad IPS Demak 2006-2009

4 Sekolah Menengah

Pertama

MTs Al Irsyad Demak 2003-2006

5 Sekolah Dasar SD N 1

Banjarsari

Demak 1997-2003



Prestasi yang pernah diraih

No Jenis Prestasi Tahun Sertifikat/ Tidak

1. 10 besar terbaik UN dari 3 jurusan 2009 Sertifikat

2. Wisudawati dengan predikat terbaik

tercepat

2013 Sertifikat

3. Wisudawati dengan predikat cum

laude

2013 Sertifikat

Pendidikan Tambahan

Nama pendidikan Tahun Jangka waktu Sertifikat/tidak

Pelatihan ICT

(Information And

Communication

Technology)

2010 3bulan Sertifikat

Bimbingan Teknis

Pendamping Gelandangan

dan Pengemis

2013 14 Hari Sertifikat

Diklat Pekerja Sosial

Adiksi Kementerian

Sosial RI

2015 14 Hari Sertifikat

Bimbingan Pemantapan

Pekerja Sosial Adiksi

Colombo Plan dan

Kementerian Sosial RI

2015 3 hari Tidak sertifikat

Pengalaman Kerja

No. Nama Lembaga/ kantor Tahun Jabatan

1. UIN Sunan Kalijaga 2013 Staff Administrasi LK3

2. UIN Sunan Kalijaga 2013-sekarang Supervisor Praktikum IKS

3. Camp Assesment Dinas

Sosial DIY

2013-2015 Pekerja Sosial



4. IPWL Pondok Tetirah

Dzikir (Kementerian Sosial

RI)

2015 Pekerja Sosial Adiksi

5. Balai Rehabilitasi Sosial

Pamardi Putra (BRSPP),

Kementerian Sosial RI

2016-sekarang Pekerja Sosial Adiksi

Pengalaman Praktik Lapangan

No Praktek Kerja Lapangan Tempat Waktu

1 Mikro Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II A Yogyakarta

24 Januari 2012 s/d

tanggal 10 februari

2012

2 Mezzo Balai Pemasyarakatan

Yogyakarta Kelas I

Yogyakarta

28 juni -15 Juli 2012

3 Makro Panti Asuhan Anak

Terlantar Wiloso Projo

Yogyakarta

20 November s/d 9

Desember 2012

Pengalaman Organisasi

No Nama Organisasi Tahun Jabatan

1. KMDY (Kumpulan Mahasiswa Demak

Yogyakarta)

2009 Anggota

2. HIMMA IKS (Himpunan Mahasiswa

Ilmu Kesejahteraan Sosial)

2009 Anggota

3. UKM Kordiska (LSM Kampus) 2010 Anggota

4. GEN-BI (Penerima Beasiswa Bank

Indonesia) Yogyakarta

2012 Anggota

5. IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdzatul

Ulama)

2005 Sekretaris

6. Pramuka 2007 Anggota dan Pembina



7. Karangtaruna 2009 Anggota

8. Asosiasi Pekerja Sosial Adiksi 2015 Sekretaris

9. IPSPI DPD DI.Yogyakarta 2015 Anggota Bidang

Pengembangan dan

Pengorganisasian

Pengalaman Penelitian/ Kegiatan Ilmiah

No Judul/ Kegiatan Tahun Peneliti Keterangan

1. Intervensi Sosial terhadap

Klien Anak Sebagai Warga

Binaan Pemasyarakatan

(Narapidana) oleh Balai

Pemasyarakatan (BAPAS)

Kelas I Yogyakarta

2012 Astutik Indrawati

Pembimbing:

Drs. H. Suisyanto, M.Pd

Skripsi

2. Dampak Game Online

terhadap Minat Belajar

Siswa SMA di Kabupaten

Sleman

2011 Astri Hanjarwati, MA

Astutik Indrawati

Elgharori Hadi

Hibah Dosen

3. Pemberdayaan Lele Dumbo

Pasca Erupsi Merapi di

Dusun Cangkringan Sleman

2012 M. Ulil Absor,  MA

Astutik Indrawati

Hibah Dosen

4. Kesejahteraan Keluarga

Pasangan Pernikahan Dini

di Dusun Gading, Desa

Giritirto, Kecamatan

Purwosari, Gunungkidul

2013 Astutik Indrawati

Aprillia Fitri

Rusantiningrum

Penelitian

Kelompok

5. Penelitian Kemasyarakatan

untuk pembebasan bersyarat

narapidana dewasa

2012 Pegawai Balai

Pemasyarakatan dan

Astutik Indrawati

LITMAS

BAPAS

6. Penelitian Kemasyarakatan

dalam rangka bimbingan

narapidana dewasa

2012 Pegawai Balai

Pemasyarakatan dan

Astutik Indrawati

LITMAS

BAPAS

7. Penelitian Kemasyarakatan 2012 Pegawai Balai LITMAS



dalam rangka sidang

narapidana anak dan

penyelidikan

Pemasyarakatan dan

Astutik Indrawati

BAPAS

8. Workshop Pekerja Sosial

dalam rangka peningkatan

manajemen pelayanan sosial

di Hotel UNY pada hari

jumat 24 Oktober 2014

2014 Pekerja Sosial Se-DIY Pembahasan

MOU

9. Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

Perspektif Islam di

2014 Drs. H. Zainuddin, M.Ag

Astutik Indrawati

Khotun Kusturi

LEMLIT UIN

Sunan Kalijaga,

Penelitian

dilakukan di

Dinas Sosial

DIY


	HALAMAN JUDUL
	PENGESAHAN
	PERNYATAAN KEASLIAN
	PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI
	PERSETUJUAN TIM PENGUJI
	NOTA DINAS PEMBIMBING
	PERSEMBAHAN
	MOTTO
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	BAB I PENDAHULUAN 
	A. Latar Belakang  
	B. Rumusan Masalah  
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
	D. Kajian Pustaka  
	E. Kerangka Teori  
	F. Metode Penelitian  
	G. Sistematika Pembahasan  

	BAB V PENUTUP 
	a. Kesimpulan  
	b. Saran 

	DAFTAR PUSTAKA 
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	CURRICULUM VITAE

